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Abstract. Tourism Special Economic Zones (SEZs) are strategic instruments for enhancing investment 

attractiveness and stimulating local economic growth. However, the effectiveness of Tourism SEZs in achieving 

these goals remains a subject of academic and policy debate. This study aims to analyze the feasibility of Tourism 

SEZs in boosting investment and regional economies through a literature review that examines economic theories, 

government policies, and case studies of existing SEZs. The research employs a qualitative approach based on a 

literature study from journals, books, and official reports. The findings indicate that the success of Tourism SEZs 

highly depends on factors such as investment incentives, supporting infrastructure, conducive regulations, and 

the active role of stakeholders. Additionally, SEZs with strong destination branding strategies tend to be more 

successful in attracting investment and increasing regional revenue. The study's implications highlight the 

importance of adaptive, data-driven policy design in managing Tourism SEZs to generate significant and 

sustainable economic impacts. Therefore, synergy between government, private sectors, and local communities is 

crucial in optimizing Tourism SEZs as a driver of local economic growth. 
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Abstrak. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata merupakan instrumen strategis dalam meningkatkan daya 

tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, efektivitas KEK Pariwisata dalam mencapai 

tujuan tersebut masih menjadi perdebatan akademik dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 

kelayakan KEK Pariwisata dalam meningkatkan investasi dan perekonomian daerah melalui kajian pustaka yang 

mengkaji teori ekonomi, kebijakan pemerintah, serta studi kasus KEK yang telah berjalan. Metode penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi literatur dari jurnal, buku, dan laporan resmi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa keberhasilan KEK Pariwisata sangat bergantung pada faktor seperti insentif investasi, 

infrastruktur pendukung, regulasi yang kondusif, serta peran aktif pemangku kepentingan. Selain itu, KEK yang 

memiliki strategi branding destinasi yang kuat cenderung lebih sukses menarik investasi dan meningkatkan 

pendapatan daerah. Implikasi penelitian ini menyoroti pentingnya perancangan kebijakan yang adaptif dan 

berbasis data dalam pengelolaan KEK Pariwisata agar dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor kunci 

dalam optimalisasi KEK Pariwisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal. 

 

Kata kunci: Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, Investasi, Perekonomian Lokal, Kelayakan 

 

1. LATAR BELAKANG 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata merupakan kebijakan strategis yang 

diterapkan di berbagai negara untuk meningkatkan investasi sektor pariwisata dan 

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Di Indonesia, KEK Pariwisata diharapkan 

menjadi katalisator dalam pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan, menciptakan 

lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan jumlah wisatawan 

domestik dan mancanegara (Setyawan et al., 2021). Pemerintah Indonesia telah menetapkan 

berbagai KEK Pariwisata, seperti KEK Mandalika di Nusa Tenggara Barat dan KEK Likupang 

di Sulawesi Utara, guna menarik investasi dan meningkatkan daya saing destinasi wisata 
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nasional (Bappenas, 2020). Namun, meskipun KEK Pariwisata menawarkan berbagai insentif 

fiskal dan nonfiskal, efektivitasnya dalam meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi 

lokal masih menjadi perdebatan akademik dan kebijakan (Siregar & Wahyuni, 2022). 

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek KEK Pariwisata, seperti 

dampaknya terhadap perekonomian lokal, keberlanjutan lingkungan, serta efektivitas 

kebijakan insentif investasi. Misalnya, studi oleh Wiranata et al. (2020) menunjukkan bahwa 

KEK Pariwisata dapat meningkatkan jumlah wisatawan dan investasi langsung asing (FDI), 

tetapi sering menghadapi tantangan dalam hal kesiapan infrastruktur dan regulasi yang 

tumpang tindih. Selain itu, penelitian oleh Hakim dan Santoso (2019) menyoroti bahwa KEK 

Pariwisata yang sukses cenderung memiliki strategi pemasaran dan branding yang kuat, serta 

dukungan penuh dari pemerintah daerah dan sektor swasta. Sementara itu, analisis oleh 

Rachmawati et al. (2022) menegaskan bahwa meskipun KEK Pariwisata memiliki potensi 

besar dalam meningkatkan perekonomian daerah, masih terdapat kesenjangan dalam distribusi 

manfaat ekonomi antara investor besar dan masyarakat lokal. 

Meskipun penelitian mengenai KEK Pariwisata telah berkembang, terdapat gap yang 

signifikan dalam literatur terkait efektivitas implementasi KEK Pariwisata dalam menarik 

investasi yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara 

merata. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek makroekonomi tanpa 

mempertimbangkan faktor-faktor spesifik yang mempengaruhi keberhasilan KEK, seperti 

kebijakan insentif yang paling efektif, model keterlibatan masyarakat, dan strategi adaptasi 

terhadap perubahan pasar pariwisata global (Rahman & Dewi, 2021). Oleh karena itu, 

penelitian ini memiliki urgensi untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan melakukan analisis 

mendalam terhadap kelayakan KEK Pariwisata dalam meningkatkan daya tarik investasi dan 

perekonomian lokal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelayakan KEK Pariwisata dalam 

meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan menggunakan metode 

kajian pustaka. Secara spesifik, penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang 

menentukan keberhasilan KEK Pariwisata, menilai efektivitas kebijakan insentif yang telah 

diterapkan, serta mengkaji dampak KEK terhadap perekonomian lokal. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengelolaan 

KEK Pariwisata agar lebih efektif dan berkelanjutan. 
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2. KAJIAN TEORITIS 

Teori Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Investasi Pariwisata 

KEK merupakan konsep yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 

melalui investasi berbasis industri tertentu, termasuk pariwisata. Menurut Porter (2019), KEK 

dapat meningkatkan daya saing daerah dengan menciptakan ekosistem investasi yang kondusif 

melalui insentif pajak, infrastruktur yang mendukung, serta kebijakan yang mempermudah 

perizinan. Dalam konteks pariwisata, KEK dapat memberikan manfaat signifikan bagi sektor 

perhotelan, transportasi, dan ekonomi kreatif (Situmorang & Nugroho, 2020). 

 

Daya Tarik Investasi dalam KEK Pariwisata 

Investasi dalam KEK Pariwisata dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti insentif fiskal, 

stabilitas regulasi, serta potensi pasar wisatawan (Hendrawan & Purnomo, 2021). Menurut 

studi oleh Susanto et al. (2022), KEK yang memiliki regulasi yang jelas dan stabil lebih 

menarik bagi investor asing dibandingkan yang sering mengalami perubahan kebijakan. Faktor 

lain yang turut menentukan adalah keberlanjutan lingkungan dan keterlibatan masyarakat 

dalam pengelolaan KEK, yang dapat meningkatkan citra dan keberlanjutan proyek pariwisata 

(Wulandari et al., 2021). 

 

Peran KEK dalam Perekonomian Lokal 

KEK tidak hanya berdampak pada sektor investasi tetapi juga berperan dalam 

pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Studi oleh Lestari et al. (2020) menunjukkan 

bahwa keberhasilan KEK dalam meningkatkan perekonomian lokal sangat tergantung pada 

sinergi antara pemerintah, investor, dan komunitas setempat. Tanpa adanya keterlibatan 

masyarakat, KEK dapat menciptakan kesenjangan ekonomi dan sosial, yang justru dapat 

menghambat tujuan utama dari pengembangannya (Rahman & Dewi, 2021). 

 

Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas KEK dalam meningkatkan 

investasi dan pertumbuhan ekonomi. Studi oleh Hakim dan Santoso (2019) mengungkapkan 

bahwa KEK dengan strategi branding yang kuat memiliki potensi lebih besar dalam menarik 

wisatawan dan investor. Sementara itu, Rachmawati et al. (2022) menyoroti bahwa meskipun 

KEK memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal, manfaatnya belum merata di 

seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai 

kebijakan dan mekanisme pelaksanaan KEK agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas. 
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3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (library research) sebagai pendekatan 

utama dalam menganalisis kelayakan KEK Pariwisata dalam meningkatkan daya tarik investasi 

dan perekonomian lokal. Kajian pustaka merupakan metode penelitian yang mengandalkan 

sumber-sumber literatur akademik, seperti jurnal ilmiah, buku, laporan kebijakan, dan 

dokumen resmi lainnya (Zed, 2020). Teknik ini digunakan untuk menggali informasi yang 

relevan mengenai kebijakan KEK Pariwisata, faktor-faktor keberhasilannya, serta dampaknya 

terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal internasional dan 

nasional yang terpublikasi dalam tujuh tahun terakhir, serta dokumen kebijakan pemerintah 

terkait KEK Pariwisata. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk 

menginterpretasikan temuan-temuan dari berbagai penelitian sebelumnya dan mengidentifikasi 

pola serta kesenjangan dalam implementasi KEK Pariwisata (Creswell & Creswell, 2021). 

Dengan metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai 

efektivitas KEK Pariwisata serta strategi optimal dalam mengembangkan kawasan tersebut 

secara berkelanjutan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Faktor Penentu Keberhasilan KEK Pariwisata dalam Menarik Investasi 

Keberhasilan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dalam menarik investasi 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk insentif fiskal, infrastruktur yang memadai, serta 

stabilitas regulasi. Menurut Susanto et al. (2022), pemberian insentif fiskal, seperti pembebasan 

pajak dan kemudahan izin usaha, berperan penting dalam meningkatkan daya tarik investasi di 

KEK Pariwisata. Studi lain oleh Wulandari et al. (2021) menegaskan bahwa keberlanjutan 

proyek KEK sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, terutama akses transportasi dan 

jaringan utilitas dasar. Selain itu, stabilitas regulasi menjadi faktor krusial, karena perubahan 

kebijakan yang mendadak dapat mengurangi minat investor asing dan domestik (Hendrawan 

& Purnomo, 2021). 

Salah satu faktor utama yang menarik minat investor adalah insentif fiskal yang 

ditawarkan oleh pemerintah. Menurut studi oleh Rahman dan Dewi (2021), insentif fiskal 

seperti pengurangan pajak penghasilan, bea masuk, serta insentif kepemilikan tanah 

memberikan dampak positif bagi investor yang ingin mengembangkan usaha di KEK 

Pariwisata. Insentif ini juga memberikan keuntungan bagi pengusaha lokal dalam membangun 

ekosistem bisnis yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Selain insentif fiskal, infrastruktur 
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yang memadai menjadi kunci utama dalam menarik investor ke KEK Pariwisata. Studi oleh 

Lestari et al. (2020) menunjukkan bahwa konektivitas transportasi, seperti keberadaan bandara 

internasional, jalan tol, dan pelabuhan, memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 

investor. Infrastruktur yang baik tidak hanya mempercepat akses wisatawan tetapi juga 

memperlancar distribusi barang dan jasa di kawasan tersebut. 

Namun, dalam beberapa kasus, pembangunan infrastruktur di KEK Pariwisata 

menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pendanaan dan pembebasan lahan. Menurut 

penelitian oleh Rachmawati et al. (2022), keterlambatan pembangunan infrastruktur sering kali 

disebabkan oleh ketidakseimbangan antara perencanaan dan implementasi proyek. Oleh karena 

itu, diperlukan kebijakan yang lebih fleksibel serta skema pembiayaan yang melibatkan 

kemitraan antara sektor publik dan swasta (Public-Private Partnership/PPP). Regulasi yang 

stabil juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan investor dalam menanamkan 

modal di KEK Pariwisata. Hendrawan dan Purnomo (2021) menyatakan bahwa kepastian 

hukum, seperti peraturan mengenai hak guna usaha dan kepemilikan properti bagi investor 

asing, dapat meningkatkan kepercayaan investor dalam jangka panjang. Sebaliknya, 

ketidakstabilan regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian yang menghambat masuknya 

investasi baru. 

Di sisi lain, meskipun berbagai kebijakan telah diterapkan untuk menarik investasi, 

tantangan dalam implementasi tetap ada. Rahman dan Santoso (2019) mengidentifikasi bahwa 

birokrasi yang panjang dan tidak efisien sering kali menjadi hambatan utama bagi investor. 

Proses perizinan yang berbelit-belit dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan KEK 

Pariwisata dapat mengurangi daya tarik kawasan tersebut bagi investor potensial. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi guna 

menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan 

KEK. Susanto et al. (2022) menyarankan bahwa digitalisasi sistem perizinan dan penerapan 

layanan terpadu satu pintu dapat mempercepat proses investasi dan meningkatkan daya saing 

KEK Pariwisata di tingkat global. 

Selain faktor internal, faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global dan kebijakan 

investasi negara lain juga mempengaruhi keberhasilan KEK Pariwisata dalam menarik 

investor. Studi oleh Situmorang dan Nugroho (2020) menyoroti bahwa daya saing KEK 

Indonesia harus diperkuat agar mampu bersaing dengan KEK dari negara lain di kawasan Asia 

Tenggara. Oleh karena itu, perbandingan kebijakan dengan negara-negara pesaing menjadi 

penting dalam menentukan strategi investasi yang lebih efektif. Keberhasilan KEK Pariwisata 

dalam menarik investasi tidak hanya bergantung pada insentif fiskal, infrastruktur, dan 
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regulasi, tetapi juga pada efektivitas implementasi kebijakan serta daya saing kawasan dalam 

konteks global. Dengan melakukan reformasi kebijakan yang lebih adaptif dan meningkatkan 

transparansi dalam tata kelola KEK, pemerintah dapat menciptakan lingkungan investasi yang 

lebih kondusif dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. 

 

Efektivitas Kebijakan Insentif terhadap Pertumbuhan Ekonomi Lokal 

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata tidak hanya berperan dalam menarik 

investasi skala besar tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi lokal. Menurut penelitian Hakim dan Santoso, KEK yang menerapkan 

kebijakan insentif berbasis kebutuhan industri lokal lebih efektif dalam menciptakan lapangan 

kerja dan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Insentif yang 

disesuaikan dengan karakteristik ekonomi lokal memungkinkan pengusaha kecil untuk 

berpartisipasi dalam rantai nilai pariwisata yang lebih luas (Hakim dan Santoso, 2019). 

Lestari et al menemukan bahwa daerah yang mengintegrasikan kebijakan insentif dengan 

program pemberdayaan masyarakat cenderung memiliki dampak ekonomi yang lebih luas 

dibandingkan daerah yang hanya mengandalkan investasi besar. Misalnya, pelatihan 

keterampilan dan dukungan finansial bagi UMKM setempat dapat memperkuat daya saing 

mereka, sehingga menciptakan efek berganda dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, 

kebijakan insentif yang efektif seharusnya tidak hanya menarik investor tetapi juga 

memberdayakan masyarakat local (Lestari et al., 2020). 

Namun, efektivitas kebijakan insentif masih menjadi perdebatan di kalangan akademisi 

dan praktisi ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa insentif yang terlalu berfokus 

pada investor besar dapat mengurangi dampak positif bagi ekonomi lokal. Rachmawati et al. 

mengungkapkan bahwa meskipun KEK Pariwisata mampu meningkatkan jumlah wisatawan 

dan pendapatan daerah, manfaat ekonominya belum sepenuhnya merata di masyarakat. Hal ini 

disebabkan oleh keterbatasan akses pelaku usaha kecil terhadap fasilitas dan modal yang 

tersedia (Rachmawati et al., 2022). 

Dalam beberapa kasus, kebijakan insentif justru menciptakan ketimpangan ekonomi di 

daerah KEK. Menurut studi oleh Setiawan dan Prabowo, insentif pajak dan subsidi yang 

diberikan kepada perusahaan besar dapat menyebabkan persaingan yang tidak seimbang antara 

perusahaan besar dan UMKM lokal. Sebagai akibatnya, banyak usaha kecil yang kesulitan 

bersaing dan akhirnya mengalami stagnasi dalam pertumbuhan bisnis mereka (Setiawan dan 

Prabowo, 2021). Sebagai solusi, diperlukan strategi yang lebih inklusif dalam pemberian 

insentif. Model kemitraan antara investor besar dan pelaku usaha lokal dapat menjadi 
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pendekatan yang efektif dalam menciptakan efek berganda dalam perekonomian daerah 

(Widodo et al., 2021). Kemitraan ini dapat berbentuk program pelatihan keterampilan, transfer 

teknologi, hingga akses pendanaan bagi UMKM untuk meningkatkan kapasitas produksi 

mereka. 

Keberhasilan kebijakan insentif dalam mendukung ekonomi lokal juga sangat 

bergantung pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Studi yang dilakukan oleh 

Yulianto et al menunjukkan bahwa ketidakseimbangan dalam regulasi antara pemerintah pusat 

dan daerah sering kali menyebabkan ketidakefektifan dalam implementasi kebijakan insentif. 

Oleh karena itu, harmonisasi regulasi dan kebijakan yang jelas menjadi kunci utama dalam 

menciptakan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat local (Yulianto et al., 2020). 

Selain itu, evaluasi berkala terhadap kebijakan insentif menjadi aspek yang tidak kalah penting. 

Penelitian oleh Kusuma dan Hidayat menekankan bahwa efektivitas kebijakan harus diukur 

melalui indikator yang konkret, seperti peningkatan jumlah UMKM yang berkembang, 

kenaikan pendapatan masyarakat lokal, serta peningkatan kualitas tenaga kerja lokal. Dengan 

adanya evaluasi yang sistematis, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan agar lebih 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Kusuma dan Hidayat, 2023). 

Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan 

insentif. Menurut penelitian oleh Prasetyo dan Lestari, digitalisasi layanan administrasi KEK 

dapat mempercepat akses UMKM terhadap informasi dan bantuan insentif. Platform digital 

dapat digunakan untuk transparansi pengelolaan insentif, sehingga memastikan bahwa 

manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku ekonomi di kawasan tersebut 

(Prasetyo dan Lestari, 2022). Pentingnya kolaborasi antara sektor swasta, pemerintah, dan 

masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Studi oleh Rahman dan Dewi menunjukkan bahwa 

pendekatan multi-pihak dalam implementasi kebijakan insentif lebih efektif dibandingkan 

kebijakan yang hanya bertumpu pada inisiatif pemerintah. Dengan keterlibatan aktif semua 

pemangku kepentingan, kebijakan insentif dapat lebih tepat sasaran dan berkelanjutan 

(Rahman dan Dewi, 2021). 

Efektivitas kebijakan insentif dalam KEK Pariwisata sangat bergantung pada 

inklusivitas, koordinasi kebijakan, evaluasi berkala, pemanfaatan teknologi, dan kolaborasi 

multi-pihak. Kebijakan yang hanya menguntungkan investor besar tanpa mempertimbangkan 

aspek pemberdayaan lokal berisiko menciptakan ketimpangan ekonomi. Oleh karena itu, 

kebijakan insentif harus dirancang secara holistik agar dapat memberikan manfaat maksimal 

bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di sekitar KEK Pariwisata. 
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Dampak KEK Pariwisata terhadap Pemberdayaan Masyarakat Lokal 

Keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata sangat ditentukan oleh 

sejauh mana masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari pengembangan kawasan tersebut. 

Menurut Rahman dan Dewi , keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan 

implementasi proyek KEK merupakan faktor utama yang mendukung keberhasilan program 

ini. Keterlibatan ini tidak hanya dalam bentuk penyediaan tenaga kerja, tetapi juga dalam 

kesempatan untuk mengembangkan usaha berbasis pariwisata (Rahman dan Dewi, 2021). 

KEK Pariwisata telah menunjukkan dampak positif dalam menciptakan peluang usaha 

bagi masyarakat setempat. Studi yang dilakukan oleh Situmorang dan Nugroho 

mengungkapkan bahwa keberadaan KEK meningkatkan pendapatan masyarakat melalui sektor 

pariwisata dan ekonomi kreatif. Produk-produk lokal seperti kerajinan tangan, kuliner khas 

daerah, dan pertunjukan seni menjadi lebih diminati oleh wisatawan, sehingga meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat setempat (Situmorang dan Nugroho, 2020). Namun, pemberdayaan 

masyarakat dalam KEK Pariwisata masih menghadapi berbagai tantangan. Wulandari et al 

menunjukkan bahwa masyarakat lokal sering kali hanya mendapatkan peran sebagai tenaga 

kerja dengan upah rendah, sementara sebagian besar keuntungan ekonomi dinikmati oleh 

investor besar. Keterbatasan akses terhadap modal dan sumber daya menghambat masyarakat 

untuk mengembangkan usaha mereka sendiri di dalam kawasan KEK (Wulandari et al., 2021). 

Selain itu, dampak negatif lainnya adalah peningkatan harga tanah dan biaya hidup akibat 

pengembangan KEK. Studi oleh Hendrawan dan Purnomo menemukan bahwa masyarakat 

yang tidak memiliki aset dalam sektor pariwisata sering kali mengalami kesulitan ekonomi 

karena kenaikan harga kebutuhan pokok dan properti. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan 

sosial yang semakin melebar jika tidak diimbangi dengan kebijakan yang berpihak pada 

masyarakat local (Hendrawan dan Purnomo, 2021). Untuk mengatasi permasalahan ini, 

diperlukan kebijakan yang mengatur keterlibatan masyarakat secara lebih aktif dalam KEK. 

Pemerintah perlu menyediakan program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

industri pariwisata, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi lebih luas dalam ekosistem 

ekonomi yang terbentuk di dalam KEK (Susanto et al., 2022). Pelatihan ini mencakup 

manajemen usaha, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan untuk meningkatkan daya 

saing usaha lokal. 

Selain pelatihan, skema kemitraan antara investor dan masyarakat lokal harus lebih 

diperkuat. Menurut Rachmawati et al. (2022), program kemitraan yang berbasis inklusif 

memungkinkan masyarakat lokal memiliki kesempatan untuk bermitra dengan pelaku usaha 

besar dalam KEK. Dengan demikian, manfaat ekonomi dapat lebih merata dan tidak hanya 
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terpusat pada pemodal besar (Rachmawati et al., 2022). Transparansi dalam kebijakan juga 

menjadi faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat di KEK Pariwisata. Studi oleh Lestari 

et al menegaskan bahwa kebijakan yang jelas dan transparan dapat mengurangi konflik antara 

masyarakat dan pengelola KEK. Salah satu contoh praktik yang baik adalah penyusunan 

regulasi yang memberikan hak partisipasi bagi masyarakat dalam setiap tahapan 

pengembangan KEK (Lestari et al., 2020). 

Keberlanjutan sosial dalam KEK Pariwisata juga harus diperhatikan. Beberapa penelitian 

menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan yang baik dapat meningkatkan daya tarik 

pariwisata sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat lokal (Hakim & Santoso, 2019). 

Oleh karena itu, program KEK harus mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan 

yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Evaluasi 

berkala terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam KEK sangat diperlukan. 

Pemerintah dan akademisi perlu melakukan penelitian yang berkelanjutan untuk menilai 

efektivitas kebijakan yang diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan (Wulandari et 

al., 2021). Dengan pendekatan berbasis data dan fakta, kebijakan dapat disesuaikan untuk 

memastikan manfaat KEK dapat dirasakan oleh semua pihak. 

 

Model KEK Pariwisata Berkelanjutan: Studi Perbandingan dan Implikasi Kebijakan 

Pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang berkelanjutan menjadi 

tantangan utama dalam memastikan manfaat jangka panjang bagi ekonomi, masyarakat, dan 

lingkungan. Porter menekankan bahwa KEK yang sukses tidak hanya berfokus pada 

peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga mengutamakan aspek keberlanjutan ekonomi, 

sosial, dan lingkungan. Model pengelolaan KEK yang berhasil di berbagai negara 

menunjukkan bahwa keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan konservasi lingkungan 

merupakan kunci utama dalam pengembangan kawasan wisata yang berkelanjutan (Porter, 

2019). 

Beberapa negara telah mengembangkan model KEK Pariwisata yang mengedepankan 

prinsip keberlanjutan. Thailand, misalnya, menerapkan pendekatan ekowisata berbasis 

komunitas di Phuket, yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tetapi 

juga menjaga kelestarian lingkungan (Susanto et al., 2022). Sementara itu, Vietnam 

memberikan insentif hijau bagi investor yang berkomitmen terhadap praktik bisnis yang ramah 

lingkungan, sehingga mendorong pembangunan KEK yang lebih berkelanjutan (Lestari et al., 

2020). Studi perbandingan ini memberikan wawasan bagi Indonesia dalam mengembangkan 

strategi kebijakan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal dan global. 
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Di Indonesia, pengelolaan KEK Pariwisata masih menghadapi tantangan besar dalam 

menerapkan prinsip keberlanjutan. Studi oleh Wulandari et al menunjukkan bahwa banyak 

KEK di Indonesia masih berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan tanpa 

mempertimbangkan kapasitas daya dukung lingkungan. Hal ini menyebabkan berbagai 

dampak negatif, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan meningkatnya 

limbah pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih ketat dalam mengatur 

standar keberlanjutan di setiap KEK (Wulandari et al., 2021). 

Salah satu langkah strategis yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif bagi 

investor yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam pengembangan KEK. Menurut 

Rahman dan Dewi (2021), penerapan regulasi yang mewajibkan penggunaan energi terbarukan 

dan sistem pengelolaan limbah yang efisien dapat membantu mengurangi dampak negatif 

industri pariwisata terhadap lingkungan. Selain itu, penerapan pajak lingkungan bagi industri 

yang menghasilkan emisi tinggi dapat menjadi mekanisme yang efektif dalam mendorong 

praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab (Rahman dan Dewi, 2021). 

Selain regulasi lingkungan, penguatan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan KEK 

juga menjadi faktor penting dalam mencapai keberlanjutan. Rachmawati et al menyoroti 

pentingnya pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan di sektor pariwisata dan 

ekonomi kreatif. Dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat, manfaat ekonomi KEK dapat 

lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal besar. Model kemitraan antara 

investor dan komunitas lokal dapat menjadi solusi untuk memastikan dampak ekonomi yang 

lebih inklusif (Rachmawati et al., 2022).  

Studi lain oleh Situmorang dan Nugroho (2020) juga menunjukkan bahwa keberlanjutan 

KEK Pariwisata dapat ditingkatkan melalui pendekatan berbasis digitalisasi. Pemanfaatan 

teknologi dalam pemasaran pariwisata dan manajemen kawasan dapat meningkatkan efisiensi 

operasional serta mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam. Misalnya, penerapan 

sistem pemesanan berbasis aplikasi dan promosi digital dapat mengurangi jejak karbon dari 

aktivitas pariwisata yang berlebihan (Situmorang dan Nugroho, 2020). 

Dari sisi kelembagaan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola KEK 

Pariwisata juga berperan penting dalam memastikan keberlanjutan. Studi oleh Hendrawan dan 

Purnomo (2021) mengungkapkan bahwa tumpang tindih regulasi dan koordinasi yang lemah 

antara instansi pemerintah sering kali menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan 

keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi yang lebih efektif agar 

kebijakan yang diterapkan di tingkat nasional dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat 

local (Hendrawan dan Purnomo, 2021). 
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Penerapan indikator keberlanjutan dalam evaluasi KEK juga menjadi aspek yang tidak 

boleh diabaikan. Menurut Lestari et al, pengukuran dampak lingkungan dan sosial dari KEK 

harus menjadi bagian dari proses evaluasi kinerja kawasan. Dengan adanya sistem pemantauan 

yang transparan, pemerintah dapat memastikan bahwa KEK tidak hanya memberikan 

keuntungan ekonomi jangka pendek, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan ekologi dan 

kesejahteraan sosial dalam jangka panjang (Lestari et al., 2020). Dalam jangka panjang, 

keberlanjutan KEK Pariwisata dapat dicapai dengan membangun ekosistem bisnis yang 

mendukung inovasi hijau.  

Penelitian oleh Hakim dan Santoso menekankan bahwa investasi dalam riset dan 

pengembangan teknologi ramah lingkungan dapat menjadi faktor utama dalam menciptakan 

KEK yang kompetitif secara global. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi 

antara sektor swasta, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan solusi inovatif untuk 

mendukung keberlanjutan KEK (Hakim dan Santoso, 2019). Pengembangan KEK Pariwisata 

yang berkelanjutan memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan regulasi yang ketat, 

partisipasi masyarakat, digitalisasi, serta sinergi antar pemangku kepentingan. Dengan 

menerapkan model yang telah terbukti berhasil di negara lain dan menyesuaikannya dengan 

kondisi lokal, Indonesia dapat mengoptimalkan manfaat KEK Pariwisata tanpa mengorbankan 

aspek lingkungan dan sosial. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini menyoroti berbagai aspek strategis dalam pengembangan Kawasan 

Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, termasuk faktor penentu keberhasilan dalam menarik 

investasi, efektivitas kebijakan insentif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, dampak KEK 

terhadap pemberdayaan masyarakat, serta model pengelolaan KEK yang berkelanjutan. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan KEK Pariwisata sangat bergantung pada 

kebijakan insentif yang tepat, kesiapan infrastruktur, stabilitas regulasi, serta keterlibatan 

masyarakat dalam pengelolaan kawasan. Meskipun KEK telah berkontribusi pada peningkatan 

investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah, manfaatnya belum sepenuhnya merata, terutama 

bagi masyarakat lokal yang sering kali hanya menjadi tenaga kerja dengan upah rendah. Oleh 

karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif untuk memastikan bahwa KEK tidak hanya 

menguntungkan investor tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. 

Selain itu, aspek keberlanjutan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan KEK, mengingat 

banyak kawasan yang masih berorientasi pada peningkatan jumlah wisatawan tanpa 

mempertimbangkan daya dukung lingkungan. 
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Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga saran utama yang dapat menjadi implikasi 

kebijakan bagi pengelolaan KEK Pariwisata di Indonesia: 

a. Peningkatan Insentif Berbasis Kemitraan Lokal 

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan insentif yang tidak hanya menarik 

investor besar tetapi juga mendorong kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan 

menengah (UMKM) lokal. Insentif berbasis kemitraan ini dapat berupa skema subsidi, 

program pelatihan, serta dukungan akses pasar bagi UMKM yang berpartisipasi dalam 

rantai nilai pariwisata KEK. Dengan demikian, dampak ekonomi dari KEK dapat 

dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat setempat. 

b. Optimalisasi Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan KEK 

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, diperlukan kebijakan yang lebih 

mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan implementasi KEK. 

Hal ini dapat dilakukan melalui skema partisipatif dalam penyusunan kebijakan, 

program pelatihan berbasis keterampilan pariwisata, serta dukungan permodalan bagi 

pelaku usaha lokal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi pekerja, tetapi 

juga memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dalam 

ekosistem KEK Pariwisata. 

c. Penerapan Model KEK Pariwisata Berkelanjutan 

Dalam rangka memastikan keberlanjutan jangka panjang, kebijakan pengelolaan KEK 

harus lebih menekankan aspek ekowisata dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah 

dapat menerapkan regulasi ketat terkait daya dukung lingkungan, mendorong 

penggunaan teknologi ramah lingkungan oleh investor, serta mengintegrasikan prinsip 

keberlanjutan dalam perencanaan KEK. Model ini telah berhasil diterapkan di beberapa 

negara seperti Thailand dan Vietnam, yang mengombinasikan kebijakan insentif hijau 

dengan ekowisata berbasis komunitas untuk mencapai keseimbangan antara 

pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan 
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